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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dari terjadinya tindak pidana pelecehan 

seksual non fisik di Kota Surabaya dalam putusan nomor 1083/Pid.sus/2023/Pn Sby 

yang melibatkan perekaman bagian tubuh korban secara diam-diam tanpa 

persetujuan. Meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, muncul 

pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan norma tersebut dalam putusan 

pengadilan telah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak korban. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik serta bagaimana 

analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. 

Penelitian dalam putusan nomor 1083/Pid.Sus/Pn Sby menggunakan 

metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-

undangan, khususnya UU TPKS, putusan pengadilan nomor 1083/Pid.Sus/Pn Sby, 

serta literatur hukum pidana dan hukum pidana Islam. Analisis dilakukan secara 

analisis dengan menelaah pertimbangan hakim, kesesuaian unsur tindak pidana, 

serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan hakim, pelaku 

dipidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp. 100.000.000,-, karena 

terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual non fisik dengan melakukan 

perekaman secara diam-diam di dalam toilet tanpa persetujuan korban, dan terdapat 

17 orang yang direkam secara diam-diam, hal tersebut berdasarkan pertimbangan 

hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan 

terlebih dahulu keadaan memberatkan yakni, perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya 

serta terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Hakim 

memberikan putusan dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS 

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pelecehan seksual nonfisik 

sebagaimana diatur dalam UU TPKS, dan pemidanaan yang dijatuhkan secara 

yuridis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perspektif hukum pidana Islam, 

perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr karena melanggar 

kehormatan dan kesusilaan, sehingga jenis dan kadar hukumannya diserahkan 

kepada hakim. Namun demikian, pertimbangan putusan belum secara eksplisit 

menguraikan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam UU 

TPKS. 

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar hakim dalam memutus perkara 

kekerasan seksual nonfisik lebih menekankan aspek perlindungan dan pemulihan 

korban dalam pertimbangan maupun amar putusan. Selain itu, penerapan sanksi 

hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi 

juga memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga 

penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan 

berimbang. 
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